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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendesain pengembangan destinasi pariwisata halal di Jawa 

Barat. Mencari keseimbangan tantangan dan hambatan dari desain pengembangan pariwisata 

halal. Mereformulasikan teori yang relevan terkait dengan desain destinasi pariwisata halal 

provinsi Jawa Barat berbasis pariwisata berkelanjutan. Pendekatan dalam penelitian ini 

menggunakan kualitatif yang mendeskripsikan, menganalisis dan mengklasifikasikan 

pengembangan destinasi pariwisata halal. Data primer yang digali dari Dinas Pariwisata 

provinsi Jawa Barat sebagai subjek penelitian dan data sekunder dari pelaku pariwisata Jawa 

Barat dan para stakeholder yang terlibat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: (1) 

Survey ke Dinas pariwisata provinsi Jawa Barat. (2) Wawancara dilakukan tidak terstruktur 

dengan kepala dinas, kepala bidang dinas pariwisata provinsi Jawa Barat, (3) Observasi 

dilakukan dengan cara nonpartisipan, (4) Dokumentasi dari kunjungan ke dinas pariwisata 

provinsi Jawa Barat dan menggali literatur berupa buku, artikel jurnal, majalah dan 

pemberitaan media online yang terkait tema ini. Desain pengembangan destinasi pariwisata 

halal provinsi Jawa Barat didukung oleh keindahan alam, budaya lokal yang kaya, serta 

populasi muslim yang signifikan. Desain pengembangan pariwisata halal di Jawa Barat fokus 

pada pengintegrasian fasilitas yang ramah muslim, seperti ketersediaan tempat ibadah, 

penginapan yang memenuhi standar syariah, dan restoran bersertifikat halal. Implementasi 

menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pelestarian budaya 

lokal, serta peningkatan kapasitas infrastruktur yang mendukung kenyamanan wisatawan 

muslim. Kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah, sektor swasta, komunitas lokal, dan 

akademisi menjadi faktor kunci dalam pengembangan destinasi pariwisata halal yang 

berkelanjutan. Pemerintah berperan sebagai regulator, sedangkan sektor swasta dan komunitas 

lokal menjadi pelaku utama dalam penyediaan layanan halal friendly. Kolaborasi ini 

memperkuat daya saing Jawa Barat di pasar pariwisata halal global dan mendukung tujuan 

keberlanjutan dalam jangka panjang. Tantangan utama dalam pengembangan destinasi wisata 

halal di Jawa Barat termasuk kurangnya pemahaman mengenai standar halal di kalangan 

pelaku usaha, keterbatasan infrastruktur, dan persaingan dengan destinasi wisata halal di negara 

lain.  
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A. Pendahuluan  

Indonesia memiliki potensi dengan populasi muslim terbesar di dunia dan merupakan 

pasar yang Indonesia memiliki potensi dengan populasi muslim terbesar di dunia dan 

merupakan pasar yang potensial bagi industri pariwisata halal. Pada tahun 2021 pariwisata 

halal Indonesia berada di peringkat keempat dan kedua pada tahun 2022. Pada tahun 2023, 

Indonesia meraih posisi rangking pertama dalam Mastercard - CrescentRating Global Muslim 

Travel Index (GMTI) 2023 di Singapura (Marini, 2023). Prestasi dalam GMTI tersebut 

seyogyanya dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian nasional dan global 

(Lahny & Abduttawwab, 2019). Pariwisata halal di Indonesia telah menjadi tren yang 

berkembang, seiring dengan kampanye pemerintah Indonesia “The Halal Wonders” yang 

berdampak positif dalam peningkatan kunjungan wisatawan muslim maupun dana 

pengeluarannya dalam berwisata (Winarti, 2017). 

Data tahun 2022, terdapat 110 juta wisatawan muslim internasional menyumbang 12% 

dari seluruh kunjungan wisatawan internasional. Jumlah wisatawan muslim meningkat sekitar 

140 juta pada tahun 2023 dan diproyeksikan bertambah sebesar 160 juta pada tahun 2024. 

Kunjungan wisatawan secara global diprediksi mengalami peningkatan mencapai 230 juta pada 

tahun 2028 dengan perkiraan pengeluaran sebesar USD 225 Miliar (Widyanti, 2023). 

Sejak tahun 2017, pemerintah Indonesia pun telah memperkenalkan program Indonesia 

Muslim Travel Index (IMTI) dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas 

dalam industri pariwisata halal. IMTI berupaya untuk meningkatkan indeks daya saing 

destinasi dan industri pariwisata halal secara keseluruhan. IMTI menggunakan kerangka ACES 

dari CrescentRating, yang digunakan dalam GMTI, untuk menilai setiap provinsi di Indonesia 

mengenai pariwisata halal (Nathalia Nugrahani, 2018) 

Hasil Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2023 memberikan penilaian kesiapan dan 

daya tarik lima belas provinsi berbeda yang memiliki potensi destinasi wisatawan muslim di 

Indonesia. IMTI telah memberikan skor untuk meningkatkan daya tarik pariwisata halal untuk 

masing-masing provinsi dengan berfokus pada domain akses (access), komunikasi 

(communication), lingkungan (environment) dan layanan (service) (Nathalia Nugrahani, 2018). 

Data yang disajikan 10 provinsi teratas, sebagai berikut: 
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Tabel 1 

Peringkat IMTI 2023 

 

Provinsi IMTI 2023 Score  IMTI 2023 Rank 

Nusa Tenggara Barat 67 1 

Aceh 63 2 

Sumatera Barat 62 3 

DKI Jakarta 60 4 

Jawa Tengah 59 5 

Jawa Barat 56 6 

DI Yogyakarta 53 7 

Jawa Timur 52 8 

Sulawesi Selatan 51 9 

Kalimantan Selatan 49 10 

    Sumber: IMTI Report, 2023 

 

 Terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan pariwisata halal di Jawa Barat yaitu 

peraturan pemerintah, pengetahuan masyarakat, dan ketersediaan makanan halal (Huda et al., 

2020). Tantangan lainnya masih belum optimalnya penyedia layanan bagi para wisatawan oleh 

pihak stakeholder yang berwenang. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, wilayah provinsi 

Jawa Barat ini berpotensi menjadi tujuan wisata halal terkemuka, dengan populasi muslim yang 

kuat dan dukungan pemerintah (Qory et al., 2021). Namun terdapat kesenjangan antara persepsi 

dan preferensi wisatawan terhadap pariwisata halal di wilayah tersebut (Siregar, 2018). Konsep 

pariwisata halal di Jawa Barat baru menekankan pada makanan dan fasilitas yang sesuai 

syariah, namun implementasinya masih dalam proses perbaikan (Zaenuri et al., 2021).  

Pariwisata berkelanjutan merupakan isu kompleks bagi pemegang kepentingan yang 

bertujuan untuk menstimulasi eksploitasi sumber daya alam secara seimbang pada tingkat lokal 

dan pembatasan sosial dan dampak lingkungan (Battaglia, 2017) . Perkembangan pariwisata 

halal berkelanjutan di Indonesia sebagai salah satu industri unggulan perekonomian negara 

memerlukan perencanaan yang tepat dan tantangan seperti keselamatan, mobilitas, dan 

aksesibilitas lanjutan untuk menjaga keberlanjutannya (Peristiwo, 2021).  

Berbagai tinjauan literatur ini menyoroti hubungan pengembangan destinasi pariwisata 

halal dengan pariwisata berkelanjutan. Selain itu hubungan antara nilai-nilai sosial, jasa 

pariwisata, dan ketentuan Islam sebagai peta jalan ke depan untuk penelitian dan 

pengembangan industri pariwisata halal yang berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang di 

atas, maka peneliti membuat rumusan penelitian yang memerlukan jawaban bagaimana desain 

pengembangan destinasi pariwisata halal provinsi jawa barat menuju pariwisata berkelanjutan. 
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B. Metode Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif bertujuan mendeskripsikan, 

menganalisis dan mengklasifikasikan penyelidikan untuk menghasilkan desain pengembangan 

destinasi pariwisata halal di provinsi Jawa Barat menuju pariwisata berkelanjutan. Studi kasus 

dalam penelitian ini di provinsi Jawa Barat di terkait pemerintah provinsi Jawa Barat Dinas 

Pariwisata provinsi Jawa Barat dan para stakeholder terkait pariwisata di provinsi Jawa Barat. 

Dinas Pariwisata provinsi Jawa Barat dan para stakeholder mendukung pendekatan partisipatif 

untuk pengembangan pariwisata halal di provinsi Jawa Barat. 

Dalam pengumpulan data, penelitian ini dilakukan melalui survey di provinsi Jawa Barat, 

observasi, wawancara mendalam dengan Dinas pariwisata provinsi Jawa Barat dan stakeholder 

lainnya serta dokumentasi terkait berbagai literatur yang relevan dengan tema ini.  

Unsur “FOUR A DESTINATIONS” digunakan sebagai metode pengumpulan data yang 

sistematis. “FOUR A DESTINATIONS” adalah singkatan dari: Attraction, Accesibility, 

Aminity, Ancillary (tabel 2). Pengumpulan data berdasarkan unsur “FOUR A 

DESTINATIONS” dapat memandu kita untuk mengidentifikasi bagaimana melakukan 

pendekatan partisipatoris: apakah perlu setting tertentu? Siapa saja peserta yang paling penting 

untuk dilibatkan? dalam bahasa apa atau dengan cara apa pendekatan partisipatif dilakukan? 

Apakah ada norma-norma lokal yang harus kita pahami untuk melakukan pendekatan 

partisipatif secara efektif? pertanyaan-pertanyaan seperti ini dapat membantu kita dalam 

merinci hal-hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan pendekatan partisipatif. 

Tabel 2 

UNSUR “FOUR A DESTINATIONS” 

Destinasi Deskripsi 

Attraction 

(Atraksi/Daya Tarik) 

Keberadaan atraksi yang menjadi role model 

di Jawa Barat mencakup daya Tarik alam, 

budaya dan buatan 

Accessibility (Aksesibilitas)  

 

Infrastruktur dan kebutuhan koordinasi antar 

Lembaga meliputi infrastruktur jalan serta 

transportasi publik dan pribadi 

Amenity (Fasilitas) 

 

Fasilitas yang mendukung kebutuhan 

wisatawan muslim (akomodasi, restaurant 

halal, fasilitas publik) 

Ancillary (Layanan Pendukung) Pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan 

kualitas layanan (pemandu wisata, edukasi 

dan promosi, sistem sertifikasi halal) 

     Sumber: (Rustini et al., 2022) 

 

Penelitian ini melakukan wawancara mendalam pada pihak berwenang dinas pariwisata 

provinsi Jawa Barat, para pelaku usaha dan wisatawan sebagai teknik untuk mengumpulkan 
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data tentang kebijakan, implementasi serta kendala dan hambatan dalam desain pengembangan 

destinasi pariwisata halal. Observasi dan wawancara dilakukan di Kantor dinas pariwisata 

provinsi Jawa Barat, area Bandros, Masjid Al-Jabar serta destinasi Sariater-Subang- Jawa Barat 

selama 2 minggu. Selain kegiatan sehari-hari, kami juga mengamati para wisatawan yang hadir 

di destinasi yang kami kunjungi pada bulan Oktober dan November 2024. Hal ini berguna 

memahami bagaimana pendekatan partisipatif yang diimplementasikan oleh pihak berwenang 

dan para stakeholder juga wisatawan dan dirasakan sebagai proses pencarian informasi dan 

persepsi dalam pengembangan destinasi pariwisata halal provinsi Jawa Barat. 

Setelah mengumpulkan data, kami melakukan proses pengkodean menggunakan QSR 

Nvivo Pro 12, sebuah perangkat lunak penelitian kualitatif (Bazeley and Jackson, 2013). 

Kami melakukan dua langkah proses pengkodean: (1) kisi-kisi 'FOUR A DESTINATIONS' 

dan (2) proses pengkodean Miles, Huberman, & Sadana yang meliputi pengkodean deskriptif, 

in vivo, proses, evaluasi, emosi, dan nilai-nilai. Proses pengkodean membantu kami dalam 

menjelaskan kegiatan yang perlu dilakukan untuk mendukung pendekatan partisipatif. 

Teknik analisis secara kualitatif melakukan proses bekerjanya sebuah data menurut (Miles 

& Huberman, 1984) dengan melakukan tahapan melalui 3 proses sebagai berikut: reduksi data, 

penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pandangan (Behringer et al., 2024) 

menyebutkan tahapan analisis data di atas disebut dengan model analisis interaktif, hal ini 

berguna untuk menganalisis data yang terkumpul mengenai pengembangan destinasi 

pariwisata halal. 

 

C. Hasil dan Pembahasan 

1. Desain Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Provinsi Jawa Barat 

Prioritas strategi dalam mengembangkan pariwisata halal di Jawa Barat adalah dari 

aspek sinergi. Pendapat lain menyatakan bahwa pariwisata halal di Jawa Barat dapat 

dikembangkan melalui dukungan dari berbagai lintas Lembaga. Lintas Lembaga ini 

merupakan sinergi antara lembaga yang terkait dengan pariwisata halal di Jawa Barat 

(Ahyani et al., 2022). Stekholder atau lembaga yang terkait dengan pariwisata halal, yaitu 

dinas pariwisata provinsi Jawa Barat, pengusaha hotel, kuliner, pengelola objek wisata dan 

akademisi. Sehingga pariwisata halal di Jawa Barat dapat berkembang menjadi salah satu 

pusat wisata halal di Indonesia (Huda et al., 2020). 

Pariwisata halal semakin dikenal sebagai pendorong potensial pertumbuhan ekonomi 

dan pengembangan destinasi. Faktor-faktor utama yang memengaruhi niat wisatawan 

muslim untuk mengunjungi destinasi halal antara lain pemasaran halal, atribut destinasi, 
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dan nilai yang (Devi & Firmansyah, 2019) . Atribut daya saing destinasi, seperti sumber 

daya utama, faktor pendukung, dan manajemen destinasi, memainkan peran penting dalam 

membentuk persepsi dan niat berkunjung wisatawan (Pangestuti, 20117). 

Pengembangan pariwisata halal di Jawa Barat menghadapi berbagai tantangan, tetapi 

menunjukkan potensi untuk berkembang. Isu-isu utama meliputi aturan pelaksanaan, 

pengetahuan masyarakat, dan ketersediaan makanan halal (Huda et al., 2020). 

Pengembangan ekosistem pariwisata ramah muslim membutuhkan fasilitas tambahan 

seperti ruang ibadah dan pilihan makanan halal, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip 

kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan (CHSE)  (S. Santoso et al., 2020). 

Untuk meningkatkan pariwisata halal, para pemangku kepentingan harus fokus pada 

peningkatan infrastruktur, promosi, layanan, dan aspek lingkungan. Pendekatan ini dapat 

berkontribusi pada pengembangan pariwisata berkelanjutan dan memposisikan negara 

seperti Indonesia sebagai destinasi pariwisata halal terkemuka (S. Santoso et al., 2020). 

Bandung, kota utama di Jawa Barat, diuntungkan oleh dukungan pemerintah yang 

kuat, berbagai destinasi wisata, dan fasilitas keagamaan, tetapi menghadapi persaingan 

dari daerah lain yang mengembangkan pariwisata halal (Qory et al., 2021). Hal ini 

dinyatakan berhasil, provinsi Jawa Barat harus memanfaatkan kekuatannya, mengatasi 

kelemahan, dan mengimplementasikan rencana strategis untuk menjadi destinasi 

pariwisata halal terkemuka. Pariwisata halal di provinsi Jawa Barat telah memenuhi semua 

tipe pariwisata berkelanjutan yang tercantum dalam Permen Parekraf nomor 9 tahun 2021 

tentang pedoman destinasi pariwisata halal berkelanjutan yang terdiri dari perkotaan, 

pedesaan, pegunungan dan pesisir atau kombinasi keempatnya. 

2. Implementasi Desain Pengembangan Destinasi Pariwisitasa Halal Provinsi Jawa 

Barat Menuju Pariwisata Keberlanjutan 

a) Pengembangan Atraksi/Daya Tarik (Taurism Attraction) 

Pengembangan Atraksi/Daya Tarik sebagai bagian dari pariwisata halal harus 

komitmen menuju pariwisata berkelanjutan yang mematuhi syariat Islam dalam setiap 

aspek, seperti atraksi, makanan, akomodasi dan aktivitas wisata. Model Atraksi/Daya 

Tarik sesuai nilai halal itu berupa fasilitas ramah muslim seperti arah kiblat tempat 

wudhu, sajadah di hotel, serta pemisahan makanan halal dan non-halal (Dina S, 

Wawancara, 12 Oktober 2024). 

Implementasi dalam model Atraksi/Daya Tarik dalam pengembangan pariwisata 

Halal lebih mengedepankan ramah muslim didalmnya termasuk atraksi alam seperti 

kawah putri, Pantai pangandaran, dan wisata religi di Cirebon. Fokusnya adalah integrasi 
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fasilitas seperti ibadah, restoran halal, dan penginapan syariah (Heni, H, wawancara, 05 

Oktober 2024). Selain itu, edukasi kepada masyarakat lokal penting untuk memahami 

kebutuhan wisatawan muslim (Henderson, 2015). 

b) Peningkatan Aksesibilitas (Accessibility) 

Upaya peningkatan aksesibilitas di provinsi Jawa Barat mencangkup pengembangan 

jalan, transportasi publik, dan aplikasi digital yang menyediakan informasi tentang 

restoran halal, tempat ibadah, dan fasilitas wisata lainnya. Hal ini bertujuan 

mempermudah mobilitas wisatawan, khususnya di destinasi seperti Puncak, Lembang 

dan Pangandaran (Rifauddin & Ardiyawin, 2024). 

Pemerintah provinsi Jawa Barat yang bermitra dengan pihak swasta dalam 

penyediaan fasilitas ibadah seperti masjid dan mushola di destinasi wisata menjadi 

prioritas, disertai pengembangan antraksi budaya yang selaras dengan nilai-nilai Islam, 

misalnya di Cirebon dan Tasikmalaya (Saputra et al., 2019). Komitmen dalam 

peningkatan aksesibilitas mendukung pariwisata berkelanjutan melalui penerapan desain 

universal yang ramah bagi semua kalangan, termasuk panyandang disabilitas, serta 

penggunaan teknologi digital untuk efisiensi sumber daya (Gillovic & Mcintosh, 2020). 

Unsur aksesibilitas dalam pengembangan destinasi pariwisata halal harus 

mencangkup enam prinsip utama: kemudahan, keandalan, keamanan, kepercayaan, 

keterbukaan, dan peningkatan berkelanjutan. Model ini memastikan kepatuhan terhadap 

hukum syariah sekaligus mendukung Pembangunan ekonomi lokal (Sumaryadi et al., 

2020). Atribut aksesibilitas dalam destinasi halal tidak hanya memberikan kenyamanan 

fisik melalui fasilitas halal, tetapi juga membangun hubungan emosional yang 

meningkatkan loyalitas wisatawan dan mendorong kunjungan ulang (Misbahuddin et al., 

2025) 

c) Penyediaan Fasilitas (Amenity) 

Fasilitas ini mendukung kenyamanan dan kebutuhan spiritual wisatawan, seperti 

mushola dan tempat wudhu yang mudah diakses (Mohsin et al., 2020). Sebuah destinasi 

halal dikatakan muslim friendly/ramah muslim, seyogyanya harus memenuhi fasilitas 

bersifat pokok/daruriyah yang berupa sebagai berikut: fasilitas ibadah dalam destinasi 

seperti mushola, masjid, dan tempat wudhu menjadi elemen penting di destinasi wisata 

halal. Destinasi seperti Kawah Putri dan Pantai Pangandaran menyediakan fasilitas 

ibadah strategi yang meningkatkan kepuasan wisatawan muslim (Henderson, 2015). 

Area destinasi harus tersedia juga penginapan/ hotel berbasis syariah. Provinsi Jawa 

Barat sudah terdapat hotel-hotel yang berbasis syariah mulai menyediakan layanan 
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berbasis syariah, seperti makanan halal, privasi yang terjaga, dan perlengkapan ibadah di 

kamar. Hal ini meningkatkan loyalitas wisatawan terhadap destinasi  (Widodo et al., 

2022). Disamping itu, hotel tersebut menyediakan restoran dengan fasilitas makanan dan 

minuman halal. Restoran bersertifikat halal dan di destinasi wisata utama seperti 

Bandung menjadi daya tarik bagi wisatawan muslim, Pemerintah bekerja sama dengan 

MUI untuk memperluah sertifikasi halal, terutama di daerah terpencil (Al-ansi & Han, 

2020). Unsur fasilitas lainnya harus ramah lingkungan seperti penggunaan energi 

terbarukan dan pengelolaan limbah, diintegrasikan di destinasi wisata alam, mendukung 

keberlanjutan pariwisata halal (Buckley, 2019). 

d) Pengembangan Layanan Pendukung (Ancillary) 

Provinsi Jawa Barat, memiliki layanan ini dan berkembang di kota-kota utama 

seperti Bandung dan Bogor melalui bank syariah dan asuransi perjalanan halal (Widodo 

et al., 2022). Bank Syariah yang terdapat di provinsi Jawa Barat telah menyediakan 

layanan syariah, termasuk ATM Syariah di destinasi utama. Ini memastikan transaksi 

keuangan wisatawan sesuai syariah, mendukung pengalaman mereka selama perjalanan 

(Adinugroho et al., 2024). 

Layanan transportasi halalpun disiapkan untuk mempermudah perjalanan wisatawan 

ke destinasi yang dituju. Transportasi halal mencangkup kendaraan umum bersih, taksi 

halal, dan bus wisata dengan fasilitas ibadah. Penyedia layanan di Jawa Barat juga 

menawarkan rute perjalanan yang mencangkup Lokasi ibadah dan restoran halal, yang 

meningkatkan pengalaman wisatawan muslim. Layanan tambahan juga berupa informasi 

dan teknologi pendukung seperti aplikasi digital menyediakan informasi tentang tempat 

makanan halal, penginapan syariah dan lokasi ibadah, memberikan kemudahan bagi 

wisatawan muslim (Peristiwo, 2021). 

Pemerintah provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan pihak swasta menyebutkan 

bahwa teknologi ini membantu merencanakan perjalanan yang sesuai syariah sambil 

mendukung keberlanjutan melalui pengurangan penggunaan kertas (Chantarungsri & 

Alam, 2022). 

3. Kolaborasi Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Provinsi Jawa 

Barat Dapat Mendorong Pariwisata Berkelanjutan 

Pemerintah setempat berperan sebagai regulator dan fasilitator, menyediakan regulasi, 

infrastruktur, dan kebijakan yang mendukung sertifikasi halal serta keberlanjutan 

(Henderson, 2015). Pelaku usaha dalam sektor pariwisata mendorong inovasi layanan halal-

friendly, dengan dukungan sertifikasi dan pelatihan (Junaidi et al., 2019). Melibatkan 
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komunitas lokal dalam pengembangan destinasi pariwisata halal di daerah tertentu dalam 

rangka keterlibatan dan pemberdayaan komunitas lokal. Keterlibatan tersebut bertujuan dapat 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kelestarian budaya (Saputra et al., 2019). 

Pemerintah provinsi Jawa Barat mengajak kolaborasi antara akademisi, pelaku usaha dan 

stakeholder lainnya. Kolaborasi berbagai pihak sangat penting untuk mencapai keberlanjutan 

pariwisata halal di Jawa Barat. Edukasi, promosi, dan koordinasi menjadi kunci mengatasi 

tantangan, dengan tetap mempertimbangkan nilai lokal dan standar internasional (L. Santoso 

& Cahyani, 1905). Pemerintah provinsi Jawa Barat menghadapi tantangan dalam kolaborasi 

tersebut. Tantangan utama meliputi kurangnya pemahaman tentang standar halal dan 

koordinasi antar pemangku kepentingan (Battour & Ismail, 2015). 

4. Tantangan Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Provinsi Jawa Barat dan 

Strategi Untuk Mencapai Pariwisata Berkelanjutan 

a) Pengembangan Atraksi/Daya Tarik (Tourism Attraction) 

Tantangan pengembangan atraksi/daya Tarik di provinsi Jawa Barat, sebagai 

berikut: 

1) Kurangnya pemahaman standar halal, yaitu banyak pengelola wisata belum 

memahami kebutuhan wisatawam muslim terkait fasilitas dan layanan 

(Henderson, 2015). 

2) Keterbatasan infrastruktur, yaitu minimnya fasilitas ibadah dan transportasi 

ramah muslim menjadi kendala utama (Battour & Ismail, 2015). 

3) Adaptasi budaya lokal, yaitu kesadaran Masyarakat lokal terhadap prinsip 

syariah masih rendah (Saputra et al., 2019). 

4) Sertifikasi Halal, yaitu proses sertifikasi yang rumit dan pengawasan yang tidak 

konsisten menghambat kepercayaan wisatawan (Widodo et al., 2022). 

5) Persaingan global, di Jawa Barat menghadapi kompetisi dengan destinasi lain, 

seperti Malaysia dan Turki, dalam menarik wisatawan halal (Putri, 2023). 

b) Peningkatan Aksesibilitas (Accessibility) 

Tantangan peningkatan aksesibilitas di provinsi Jawa Barat, sebagai berikut: 

1) Infrastruktur fisik terbatas, yaitu kurangnya fasilitas seperti musholah, tempat 

wudhu, dan restoran halal di beberapa destinasi wisata, terutama di Kawasan 

terpencil, menjadi kendala utama (Battour & Ismail, 2015). 

2) Keterbatasan akses transportasi umum, yaitu sulitnya transportasi umum 

menuju destinasi wisata halal mengurangi daya tarik wisatawan, terutama 

mereka yang berpegian bersama keluarga (Buckley, 2019). 
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3) urangnya fasilitas ibadah di sepanjang rute wisata, yaitu ketersediaan fasilitas 

ibadah yang memadai sepanjang perjalanan membatasi kenyamanan wisatawan 

muslim (Henderson, 2015). 

4) Kesadaran rendah penyedia layanan, yaitu minimnya pemahaman akan 

kebutuhan wisatawan muslim, seperti waktu ibadah dan makanan halal, 

mengurangi tingkat kepuasan (Mursid & Hidayat, 2024). 

5) Regulasi kurang mendukung, yaitu pemerintah perlu menciptakan regulasi yang 

spesifik untuk mendukung penyediaan layanan halal di destinasi wisata 

(Henderson, 2015). 

6) Kolaborasi pemerintah dan sektor swasta, yaitu insentif bagi peaku usaha yang 

menyediakan layanan halal serta kemitraan dengan komunitas lokal dapat 

mendukung pengembangan pariwisata halal (Ghozani & Adinugraha, 2024). 

c) Penyediaan Fasilitas (Amenity) 

Tantangan penyediaan fasilitas (amenity) di provinsi Jawa Barat, sebagai berikut: 

1) Kurangnya fasilitas halal standar, yaitu banyak destinasi di Jawa Barat, seperti 

Pantai Pangandaran dan Kawah Putih, belum dilengkapi fasilitas ibadah dan 

kuliner halal yang memadai, sehingga menyulitkan wisatawan muslim. 

2) Ketidakseimbangan distribusi fasilitas, yaitu fasilitas halal seperti mushola dan 

restoran halal umumnya terkonsentrasi di perkotaan, sementara destinasi di 

pedesaan atau terpencil sering kekurangan fasilitas tersebut. 

3) Keterbatasan sumber daya, yaitu banyak pengelola destinasi yang kekurangan 

anggaran dan tenaga profesional untuk menyediakan fasilitas halal yang 

memenuhi standar internasional (Saputra et al., 2019) 

4) Kurangnya sertifikasi halal dan kuliner, yaitu restoran dan tempat makan di 

kawasan wisata sering kali belum memiliki sertifikasi halal, sehingga 

menurunkan kepercayaan wisatawan muslim keamanan makanan (Widodo et 

al., 2022). 

5) Pengelolaan lingkungan yang kurang baik, yaitu beberapa destinasi populer di 

Jawa Barat menghadapi masalah pengelolaan limbah dan kerusakan lingkungan, 

yang dapat memengaruhi keberlanjutan pariwisata (Buckley, 2019). 

d) Pengembangan Layanan Pendukung (Ancillary) 

Tantangan dalam pengembangan layanan pendukung di provinsi Jawa Barat, sebagai 

berikut: 
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1) Keterbatasan akses keuangan syariah, yaitu banyak daerah wisata di Jawa Barat, 

terutama yang terpencil, masih kekurangan layanan keuangan berbasis syariah 

seperti ATM syariah. Ini mempersulit wisatawan muslim untuk melakukan transaksi 

sesuai prinsip syariah. 

2) Transportasi ramah muslim, yaitu fasilitas ibadah di transportasi umum masih 

minim, sehingga menyulitkan wisatawan muslim kewajiban ibadah. 

3) Minimnya informasi wisata halal, yaitu informasi tentang fasilitas halal, seperti 

restoran atau tempat ibadah, masih terbatas sehingga mengurangi kepuasan 

wisatawan (Battour & Ismail, 2015). 

4) Standar layanan tidak konsisten, yaitu banyak layanan yang belum mengikuti standar 

halal yang ketat, menciptakan keraguan di kalangan wisatawan (Widodo et al., 

2022). 

5) Resistensi pelaku usaha non-muslim, yaitu beberapa pelaku usaha enggan 

menerapkan konsep halal karena khawatir membatasi pasar atau memerlukan 

investasi besar. 

 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan fokus penelitian mengenai desain pengembangan destinasi pariwisata halal 

provinsi Jawa Barat dan telah diuraikan dalam beberapa pembahasan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Desain pengembangan destinasi pariwisata halal provinsi Jawa Barat memiliki potensi 

besar dalam mengembangkan destinasi pariwisata halal, didukung oleh keindahan 

alam, budaya lokal yang kaya, serta populasi muslim yang signifikan. Desain 

pengembangan pariwisata halal di Jawa Barat fokus pada pengintegrasian fasilitas 

yang ramah muslim, seperti ketersediaan tempat ibadah, penginapan yang memenuhi 

standar syariah, dan restoran bersertifikat halal. Strategi ini sejalan dengan tren 

pariwisata berkelanjutan, di mana aspek lingkungan, sosial, dan budaya menjadi 

perhatian utama. 

2. Implementasi desain pengembangan destinasi pariwisata halal provinsi Jawa Barat 

menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pelestarian 

budaya lokal, serta peningkatan kapasitas infrastruktur yang mendukung kenyamanan 

wisatawan muslim. Implementasi ini telah dimulai dengan pengembangan atraksi 

alam yang mendukung wisata halal, seperti ekowisata yang dilengkapi dengan fasilitas 

ramah lingkungan dan ramah muslim. 
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3. Kolaborasi dalam pengembangan destinasi pariwisata halal dilakukan antara 

pemerintah, sektor swasta, komunitas lokal, dan akademisi menjadi faktor kunci 

dalam pengembangan destinasi pariwisata halal yang berkelanjutan. Pemerintah 

berperan sebagai regulator, sedangkan sektor swasta dan komunitas lokal menjadi 

pelaku utama dalam penyediaan layanan halal friendly. Kolaborasi ini memperkuat 

daya saing Jawa Barat di pasar pariwisata halal global dan mendukung tujuan 

keberlanjutan dalam jangka panjang. 

4. Tantangan utama dalam pengembangan destinasi wisata halal di Jawa Barat termasuk 

kurangnya pemahaman mengenai standar halal di kalangan pelaku usaha, keterbatasan 

infrastruktur, dan persaingan dengan destinasi wisata halal di negara lain. Strategi 

pengembangan destinasi pariwisata halal di Jawa Barat dalam rangka mengatasi 

tantangan ini, diperlukan edukasi yang berkelanjutan bagi pelaku usaha dan komunitas 

lokal serta penguatan regulasi dan sertifikasi halal. 

 

E. Rekomendasi dan Saran 

Beranjak dari jawaban rumusan masalah tersebut, beberapa rekomendasi guna perbaikan 

desain pengembangan destinasi pariwisata halal provinsi Jawa Barat yang didasarkan pada 

temuan-temuan di lapangan. Beberapa point masih diperlukan perbaikan lebih lanjut, 

diantaranya: 

1. Pemerintah harus terus meningkatkan infrastruktur yang ramah muslim, khususnya di 

destinasi wisata alam dan budaya utama di Jawa Barat. 

2. Sistem sertifikasi halal perlu diperkuat untuk memastikan konsistensi dalam layanan 

yang diberikan oleh hotel, restoran, dan atraksi wisata. 

3. Diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan swasta untuk 

menyediakan fasilitas ibadah di berbagai destinasi wisata. 

4. Implementasi konsep ekowisata yang ramah muslim perlu diperluas, dengan 

penekanan pada pelestarian lingkungan di destinasi wisata alam, seperti pantai dan 

pegunungan. 

5. Pemerintah perlu terus mendorong kolaborasi antara pemangku kepentingan melalui 

insentif kebijakan yang mendukung sektor pariwisata halal. 

6. Akademisi dan peneliti perlu dilibatkan secara aktif dalam melakukan riset dan 

evaluasi terhadap pengembangan pariwisata halal, terutama terkait dampak ekonomi, 

sosial, dan lingkungan. 
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7. Program edukasi dan pelatihan tentang standar halal harus diperluas untuk 

meningkatkan pemahaman di kalangan pelaku usaha wisata. 

8. Sertifikasi halal yang transparan dan mudah diakses harus diprioritaskan untuk 

meningkatkan kepercayaan wisatawan terhadap layanan yang ditawarkan di Jawa 

Barat. 
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